
Menirn ba ng 

Menginga t 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 54 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUGAS DAN FUNGSI 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melak sanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangka t Daerah sebagaimana tela h diubah 
beberapa kali , terak hir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ta sikmalaya Nomor 3 Ta hun 2021 entang Peruba h an Kedua 
atas Peraturan Da erah Kabupaten asikmalaya Nomor 7 Tahun 
201 6 tenta n g Pemben tukan da n S un an Pera gka t Daerah 
dan asal 9 3 era u ran Bupati Tasikmal ya Nom r 39 Tahun 
2021 ten ta ng Ked du kan, 8usu an Organisasi, Tugas dan 

ungsi P ran kat Da erah, perlu m enetapka n Peratu ran Bupati 
Tasikmalaya te ta g Tugas dan Fungsi 8 a tu n Polis i Pamong 
Praja; 

1. Unda b-Un dang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
embentu kan Daerah-Daera h Ka bu paten Dalam Lingkungan 

Propin si Djawa Barat (Berita Negar a Rep lik Indonesia 

Tah n 1950), s ba gaim ana telah di a h engan Undang­

UI dang r r m ar 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan 

Ka bupaten Purwakarta dan Kab paten Subang dengan 

Mengu ah Un dang-Un a n g Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Da erah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Bara t (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

201 6 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pem erintahan Kabu paten Ta sikmalaya 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahu n 2016 
Nomor 3) ; 

6. Peratu ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Su sunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 

Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peru bahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikma laya Nomor 7 
Tahun 201 6 tenta ng Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikrnalaya 

Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SATUAN 
POLISI PAMONG PRAJA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang mem impin pela ksana an urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4 . Satuan Polisi Pamong Praja yang s ela njutnya d isebut Satpol PP adalah 
Perangkat Daerah yang d ibentuk untuk menegakkan Peraturan Da erah dan 
Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban u m um dan 

keten trarnan masyarakat, serta menyelengarakan perlindungan masyaraka t. 

5. Kepa la adalah Kepa la Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya . 
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yan g diberi 
wewen a ng khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan 
terhadap Pelangga ran Peraturan Daerah. 

7. Unit Pela ksana Teknis Daerah sela njutnya d isebut UPTD adala h unit 
pelaksana teknis pad a Satuan Polisi Pamong Praj a Kabupaten Tasikmalaya . 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sip il yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang d idasarkan 
pada keahlian danl atau keterampila n tertentu yang bersifat m andiri. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susun an Organisasi 

Pasal2 

Susunan organisa si Satpol PP, terdiri atas: 

a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan 
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ; 

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenterarnan Masyarakat, terdiri atas: 
1. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sarna; dan 
2. Seksi Operasi dan Pengendalian. 

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas: 
1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan 
2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan. 

e. Bidang Sumber Daya Aparatur da n Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: 
1. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat; dan 

2. Seksi Perlindungan Masyarakat. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional; 

g . Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
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Bagian Kedua 

Rincian Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kepala 

Pasa13 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas 

pokok memimpin Satpol PP, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, 
membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelengga raan urusan 
pemerintaha n wajib yang berkaitan dengan pelayan an dasar di bidang 

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi: 

a. Pen egakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah; 

b. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan 
c . Penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala mempunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala 
Daerah; 

b. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

c. Penyelenggaraan dan pembinaan per lindungan masyarakat; 
d. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemeliharaan k etertiban 

umum dan ketentera man masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, 

pera turan kepala Daera h dan perlindungan masyarakat; 

e. Penyelenggaraan u rusan kesekretariatan; dan 
f. Penyelenggaraan pembin aan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan 

opera sional pengembangan Kelompok Jabatan Fu ngsional. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok , Kepala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) m empunyai r incian tugas meliputi: 

a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program , kegiatan dan 

anggaran Satpol PP; 

b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan 
peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; 

c. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan penegakan Peraturan 

Daerah danl atau peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; 

d. Menyelenggarakan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga 
masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran 
atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala Daerah; 

e. Menyelenggarakan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau 

badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat; 
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f. Menyelenggarakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, a ta u 
badan hukum yang diduga melakukan pela nggaran atas Peraturan Daera h 
danl atau peraturan kepala Daerah; 

g. Menyelenggarakan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, 

aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan 

Daerah danl atau peraturan kepala daerah; 

h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan 
Peraturan Daerah dan I atau peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, ser ta perlindungan 
masyarakat; 

1. Menyelenggaraka n pembinaan penyidik Pegawa i Negeri Sipil, personil 

an ggota polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyara k a t ; 

J. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 

k. Menyelenggara kan pengelolaan , pengamanan dan pelayanan in formasi 
publik; 

1. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sarna dalam pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi Satpol PP; 

m. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan ke bijakan 

operasional pengembangan Kelom pok J abatan Fu ngsional; dan 

ll. Menyelenggarakan tugas kedin a san lainnya. 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasa14 

(1) Sekretariat sebagaim a n a d imaksud dalam Pasal 2 huruf b m empunyai tugas 
pokok m enyelenggarakan pengkaj ian, perencanaan dan program, pengelolaan 
keuanga n , u m u m dan k epegawaia n serta koordinasi pelak san aan tuga s di 
lingkunga n Satpol PP. 

(2) Dalam menyelenggara kan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat m empunya i fungsi: 
a. Penyelenggaraan k oordinasi perencanaa n dan program Satpol PP; 

b. Penyelenggaraan pengkajian peren canaan dan program kesekretariatan; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; 

dan 
d. Penyelenggaran evaluasi dan pelapora n program kegiatan di lingkungan 

Satpol PP. 
(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat; 
b . Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program 

Satpol PP; 
c . Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana 

prasarana kantor; 
d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; 
e. Menyelenggarakan pengkajian dan penyediaan anggaran belanja; 
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f. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja; 
g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
h. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

1. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

J. Menyelenggarakan penyusunan baha n rancangan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 
hubungan masyarakat; 

k. Menyelenggarakan koordinasi dan 
perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, 
unit kerja di lingkungan Satpol PP; 

sinkronisasi dalam penyusunan 
serta standar operasional prosedur 

l. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Satpol PP dan tiap-tiap 

unit kerja di lingkungan Satpol PP; 
m. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja 

pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan 
pelaksanaan Pemerintah Daerah; 

n. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 

o. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional; 

p. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat; 

instansi 
laporan 

q. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan; 

r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

Pasa15 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan 

pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, 
rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan dan pengadaan 

saran a prasarana kantor; 
c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana 

dan prasarana kantor, cetak penggandaan dan keamanan dalam; 
d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah; 
e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan 

ekspedisi dinas; 
f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, 
pelayanan serta pengamanan informasi publik; 
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h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk 
hukum; 

1. Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar 

operasional prosedur tiap-tiap unit kerja; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian 
dinas; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta 
pemberian sanksi dan penghargaan pegawai; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai; 
m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas; 

n. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, 
keprotokolan dan hubungan masyarakat; 

o. Melaksanakan pencatatan aset; 

p. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/ aset; 
q. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal6 

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan 

perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan bahan perencanaan, 

program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran dinas; 
b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan 

kebijakan dan strategi penerapan e-govemment serta pengelolaan dan 

layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah; 

c. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap­
tiap unit kerja di Satpol PP; 

d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 
teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan 
kerja; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi 
bidang keuangan; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 
keuangan Satpol PP; 

h. Melaksanakan penatausahaan keuangan Satpol PP; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 

pelaporan dan evaluasi kinerja Satpol PP; 
J. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan verifikasi, 

perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 3 

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 

Pasa17 

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
penyusunan bahan kebijakan teknis kajian, pembinaan, pengawasan dan 
pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat; 
b. Penyelenggaraan penyusunan pedoman, pembinaan, pengawasan dan 

pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan 
c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pembinaan, 

pengawasan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat. 
(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
rincian tugas meliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; 

b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat; 
c. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat; 
d . Menyelenggarakan penyusunan pedoman dan pengawasan pemeliharaan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
e. Menyelenggarakan pencegahan gangguan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat; 
f. Menyelenggarakan penindakan atas gangguan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan 

Kepala Daerah; 
g. Menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat; 
h. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama pemeliharaan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat; 
1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeliharaan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat; 
J. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan, pengadaan, dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
k. Menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan 

tugas bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 
1. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan 

m. Menyelenggarqkan tugas kedinasan lainny~. 
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(4) Bidang Ketertiban Urnurn dan Ketenterarnan Masyarakat, sebagairnana 

dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Seksi Ketertiban Urnurn dan Kerja Sarna; 
b. Seksi Operasi dan Pengendalian. 

Pasa18 

(1) Seksi Ketertiban Urnurn dan Kerja Sarna sebagairnana dirnaksud dalarn 

Pasal 7 ayat (4) huruf a rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penyiapan 

bahan perurnusan kebijakan, perencanaan, pengolahan data, pernbinaan, 
fasilitasi dan kerja sarna ketertiban urnurn dan ketenterarnan rnasyarakat. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok, Seksi Ketertiban Urnurn dan Kerja 
Sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnernpunyai rincian tugas 
rneliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketertiban 

Urnurn dan Kerja Sarna; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan perurnusan kebijakan dan petunjuk teknis 
penyelenggaraan ketenterarnan dan ketertiban urnurn; 

c. Melaksanakan penyusunan bahan rekornendasi bidang ketertiban urnurn 
dan ketenterarnan rnasyarakat; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan ketertiban urnurn 

dan keten terarnan rnasyarakat; 
e. Melaksanakan penyusunan bahan pernetaan kawasanj potensi yang 

beresiko rnelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan 
bupati dalarn bidang ketertiban urnurn dan ketenterarnan rnasyarakat; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan kerja sarna pelaksanaan ketertiban urnurn 

dan ketenterarnan rnasyarakat; 

g. Melaksanakan pengelolaan data kejadian gangguan ketenterarnan dan 

ketertiban urnurn; 
h. Menyusun kebutuhan dan rencana pengadaan dan perneliharaan sarana 

dan prasarana ketertiban urnurn dan ketenterarnan rnasyarakat; 
1. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup 

tugas seksi ketertiban urnurn dan kerja sarna; 

J. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pernantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketertiban Urnurn dan 

Kerja Sarna; dan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa19 

( 1) Seksi Operasi dan Pengendalian se bagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 
ayat (4) huruf b rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penyiapan bahan 
perurnusan kebijakan teknis, perencanaan, pernbinaan dan petunjuk teknis 
kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban urnurn dan ketenterarnan 

rnasyarakat. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok, Seksi Operasi dan Pengendalian 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnernpunyai rincian tugas rneliputi: 
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a . Melaksanakan penyusunan bahan peren canaan lingkup Seksi Operasi dan 
Pengendalian; 

b. Melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalananj kunjungan dinas 
bupati dan wakil bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara; 

c. Melaksanakan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat; 

d. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat atau badan hukum 

lainnya yang mengganggu ketertiban umum; 

e. Melaksanakan penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat 
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

f. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga kepolisian atas ditemukannya 
atau patut diduga adanya tindak pidana umum; 

g. Menyiapkan bahan penindakan atas gangguan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan 
kepala Daerah; 

h . Menyerahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil atas ditemukannya atau 
patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan tindakan penertiban non-yustisial dalam 

rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan 
Bupati dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan dan tidak sampai proses peradilan; 

J. Melaksanakan inventarisasi dan analisis data dan informasi yang 

berhubungan dengan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat; 

k. Menyiapkan bahan pencegahan gangguan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat; 
l. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis 

operasi dan pengendalian; 
m. Melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

n. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan 

operasional pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

serta penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; 
o . Mengendalikan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunJang 

kelancaran pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 
serta penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; 

p. Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan Polisi Pamong Praja dalam 

pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum; 
q. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup 

tugas Seksi Operasi dan Pengendalian; 
r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Operasi dan Pengendalian; 

dan 
s . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 4 
Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

Pasall0 

(1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 

huruf d rnernpunyai tugas pokok rnenyelenggarakan penyusunan bahan 

kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah, koordinasi, dukungan 
adrninistrasi, pernbinaan, pengawasan serta penyelidikan dan penyidikan atas 
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
Bidang Penegakan Peraturan Daerah rnernpunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan kebijakan teknis dan sosialisasi di bidang penegakan 
Peraturan Daerah; 

b. Penyelenggaraan penyusunan pedornan, pernbinaan, pengawasan dan 
penegakan Peraturan Daerah; dan 

c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka penindakan 
pelanggaran Peraturan Daerah. 

(3) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnernpunyai rincian tugas rneliputi: 

a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 
Penegakan Peraturan Daerah; 

b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perurnusan penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati; 

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan, fasilitasi penyusunan pedornan dan 

supervisi penegakan Peraturan Daerah; 

d . Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penyidikan Peraturan 
Daerah; 

e. Menyelenggarakan koordinasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati; 

f. Menyelenggarakan koordinasi dengan kepolisian dalarn hal penegakan dan 

penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang­

undangan; 
g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalarn hal penegakan 

dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
h. Menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan penyusunan 

prosedur dan teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 

1. Menyelenggarakan perurnusan pernberian sanksi/ penindakan hukurn 

terhadap orang dan badan hukurn yang rnelakukan pelanggaran Peraturan 

Daerah; 
J. Melaksanakan kajian bahan dalam proses penyusunan peraturan 

perundang-undangan Daerah; 
k. Menyelenggarakan penegakan Peraturan DaerahfPeraturan Bupati rnelalui 

pernberlakuan sanksi secara non yustisi; 
1. Menyelenggarakan sidang di ternpat terkait tindak pidana ringan; 
rn. Mengatur teknis penerirnaan laporan pengaduan rnasyarakat terkait 

pelanggaran Peraturan Daerah; 
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n. Menyelenggarakan fasilitasi sarana, prasarana, dan administrasi PPNS 
penegak Peraturan Daerah; 

o. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan kegiatan operasional Sekretariat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan perangkat Daerah lainnya 

terkait penyelenggaran peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan 

perundang-undangan lainnya; 
p. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sarna advokasi terkait dengan 

penegakan pelanggaran Peraturan Daerah; 
q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan 

PPNS; 

r. Menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; 
s. Menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

penindakan yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah bekerja sarna 
dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 

t. Menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan 

tugas lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah; 

u. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan 
v. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; 

b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan. 

Pasal 11 

(1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 

perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penyusunan bahan kebijakan 

teknis penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah 

danl atau Peraturan Bupati. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Penyelidikan 

dan Penyidikan; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan petunjuk teknis 

dalam pelaksanaan tindakan penyelidikan dan penyidikan; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan penyusunan pemberian 

sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang 
melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati; 

d. Melaksanakan kajian analisis dalam proses penyusunan peraturan 

perundang-undangan Daerah; 
e . Melaksanakan penYlapan bahan, pelaksanaan tindakan penegakan 

Peraturan Daerah secara non yustisial danl atau yustisial atas pelanggaran 
Peraturan Daerah danl atau Peraturan Bupati; 
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f. Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, dan fasilitasi 
kegiatan Operasional Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan melaksanakan 

pengawasan penegakan Peraturan Daerah terhadap pelanggaran Peraturan 
Daerah danl atau Peraturan Bupati; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan penyajian data dan 
informasi di bidang penyelidikan dan penyidikan; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi 
terkait dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan 

Daerah danl atau Peraturan Bupati; 

J. Melaksanakan pengelolaan data di bidang penyelidikan dan penyidikan; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan stan dar operasional prosedur dalam 

pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati; 

l. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyelidikan dan 
Penyidikan; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 12 

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, 
pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta penanganan 
pengaduan atas gangguan ketertiban dan ketenteraman umum serta dugaan 
atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan 

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 

meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan, 

Pengawasan dan Pengaduan; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pembinaan, pengawasan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada 

perangkat Daerah terkait dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan/atau 
Peraturan Bupati; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengolahan data kegiatan 
pembinaan, pengawasan dan pengaduan; 

e. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, 

pengawasan dan pengaduan; 
f. Melaksanakan pengelolaan laporan pengaduan atas terjadinya dugaan 

pelanggaran Peraturan Daerah danl atau Peraturan Bupati; 
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g. Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur dalarn 

pelaksanaan pernbinaan, pengawasan dan pengaduan; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pernantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pernbinaan, Pengawasan 

dan Pengaduan; dan 
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 

Bidang Surnber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 

Pasal 13 

(1) Bidang Surnber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 2 huruf e rnernpunyai tugas pokok rnenyelenggarakan 
penyusunan bahan perurnusan kebijakan teknis pernbinaan, supervisi, 

evaluasi, pengernbangan dan peningkatan kapasitas surnber daya aparatur 

dan perlindungan rnasyarakat. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok se bagairnana dirnaksud pada ayat (1), 

Bidang Surnber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat rnernpunyai 
fungsi: 

a. Penyelenggaraan kebijakan teknis pernbinaan surnber daya aparatur dan 

perlindungan rnasyarakat; 

b. Penyelenggaraan kegiatan birnbingan teknis, supervlsl dan evaluasi 

peningkatan surnber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan perlindungan 

rnasyarakat; dan 
c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sarna pernbinaan, pengernbangan 

dan peningkatan kapasitas surnber daya aparatur Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil, Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. 

(3) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok, Bidang Surnber Daya Aparatur dan 

Perlindungan Masyarakat sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rnernpunyai 

rincian tugas rneliputi: 
a . Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Surnber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat; 

b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pernbinaan surnber 

daya aparatur dan perlindungan rnasyarakat; 

c. Menyelenggarakan kegiatan birnbingan teknis, supervisi dan evaluasi 

peningkatan surnber daya aparatur Polisi Parnong Praja, Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil, dan satuan perlindungan rnasyarakat; 
d. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi pengernbangan dan 

peningkatan surnber daya aparatur Polisi Parnong Praja, Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil, dan satuan perlindungan rnasyarakat; 

e. Menyelenggarakan pernbinaan dan pengernbangan surnber daya aparatur 

Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan satuan 

perlindungan rnasyarakat; 
f. Menyelenggarakan pernbinaan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Kabupaten; 
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g. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas dan karir Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil; 

h. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Satpol PP; 

1. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Satpol PP 
dan Satlinmas; 

J. Menyelenggarakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

k. Menyelenggarakan penyusunan s tandar operasional prosedur lingkup tugas 

bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyara kat; 

1. Menyelen ggarakan koordinasi dan kerja sarna dalam pengembangan 

sumber d aya a paratur Polis i Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 
d a n satuan perlindungan masyarakat ; 

m. Menyelenggarakan peman tauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lin gkup Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyaraka t ; dan 

n . Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebaga imana 
dimaksud pa da ayat (1) terdiri atas: 

a. Sek si Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masya raka t ;dan 
b. Sek si Perlindungan Masyarakat. 

Pasal 14 

(1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembin aan Masyarakat 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a m empunyai tugas 
pokok melaksanakan penYlapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembin aan, pengemba ngan dan peningkatan kapasitas personil dan 

pembinaan m a syarakat. 

(2) Dalam menyelengga raka n tugas pokok, Seksi Pen gemba n gan Kapasitas 

Personil dan Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimak sud pa d a ayat (1) 

mempunyai rincian tugas m eliputi: 
a. Melaksa nal{an penyusunan bahan perencanaa n lingkup Seksi 

Pengembangan Kapasitas Per sonil dan Pembinaan Masyarakat; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan k ebijakan dan petunjuk teknis 

pembinaan person il; 

c. Melaksanakan pemetaa n kapasitas dan pengelolaan data aparatur polisi 

pamong praja, Penyidik Pegawa i Negeri Sipil, dan satuan perlindungan 
masyarakat tingkat kabupaten dan kecamatan; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi 
dalam peningkatan kapasitas personil polisi pamong praja, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil, dan satuan perlindungan masyarakat; 
e. Melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan pembinaan personil 

polisi pamong praJa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan satuan 

perlindungan masyarakat; 
f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pendidikan dan pelatihan 

pengembangan dan peningkatan kapasitas personil polisi pamong praJa, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan satuan perlindungan masyarakat; 
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g. Melaksanakan koordinasi dan kerja sarna pendidikan dasar dan 

peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran polisi pamong 

praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada 

masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

kabupaten; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kapasitas dan karir 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

k. Melaksanak a n penyiapan bahan pembina a n jabatan fungsional Satpol PP; 

1. Melaksanakan penyiapan b ahan peningkata n k a p asitas sum ber daya 

m anusia Sa tpol PP dan satuan p erlindungan masyarakat; 

m . Melaksanakan p enyusunan baha n koordinasi, pemantauan, evaluas i dan 

p ela poran hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Ka pa sitas 

Personil dan Pembinaan Masyarakat; dan 

n. Melak sanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 15 

(1) Seks i Perlindungan Masyar a k a t sebagaimana d imaksud dalam Pasal 13 

ayat (4) huruf b mempunyai tu gas p ok ok melaksanakan penyiap a n b a han 

perencan aan, pembinaan d an petunjuk teknis k egiatan p erlin dungan 

masyaraka t. 

(2) Dalam m en yelenggarakan tu gas pok ok, Seksi Perlindungan Masyarakat 

sebagaimana dim aksud pada ayat (1) m empunyai r incian tugas melipu ti : 

a. Melaksanakan penyusun an bahan p eren canaan lingku p Seksi 

Perlindun gan Masyarakat; 

b. Melaksanakan p en yu sun an bahan k ebijakan teknis p er lindungan 

masya r a k at; 

c. Melaksanakan op era sionalisasi satuan p erlindunga n m asyarakat; 

d . Mengumpulka n d a n m enganalis is data d an inform asi satuan p erlindungan 

masyara kat serta pengam anan swakarsa; 

e. Mengidentifikasi dan m enyusun u sulan sarana prasara n a satuan 

perlindungan masyarakat dan p en gamanan swakarsa; 

f. Melaksanakan penyusunan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat 

yang bertugas di tempat pem ungutan suara dan teknis p elaksa naan 

pembekalan pada pemilu; 

g . Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung 

pengamanan penyelenggaraan pemilu; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan pemberdayaan perlindungan 

masyarakat dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat; 

1. Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana kebutuhan satuan 

perlindungan masyarakat; 
J. Melaksanakan bahan koordinasi dan kerja sarna dengan insta nsi terkait 

dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat; 
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Pasal20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 27 Agustus 2021 

Ditetapkan di Singaparna 

pada tanggal 27 Agustus 2021 


